MASALAH SOSIAL TENAGA KERJA WANITA INDONESIA
DI SHELTER KBRI KUALA LUMPUR

Sulaat

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian studi kasus di Shelter KBRI Kuala Lumpur-Malaysia.
Tujuannya untik mendapatkan gambaran tentang masalah sosial TKW dan pelayanan sosial TEKW di
Shelter EBRI. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis, Informan terdiri dari: TKW-bermasalah,
Petugas KBRI Kuala Lumpur, Agency, dan LSM peduli terhadap permasalahan TKWV.

Hasil penelitian ini menunjukkan, balwa sumber permasalahan yang dihadapi TKW, baik karena
faktor internal maupun eksternal, antara lain: {a) minimnya pembekalan (keterampilan teknis); (b} kualitas
keteratmpilan dan kemampuan berkomunikasi TEW masih dibmoah rata-rata tenaga kerjo asal negara lain;
dant (c) TKW mengalami masalah besar dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja (culture schock). Dampak
dari kondisi fersebut memunculkan berbagai masalah, antara lain tindak kekerasan, eksploitasi, pemaksaan
knltur majikan terhadap TKW, dan perasaan tertekan (tidak belal).

Beberapa rekomendasi diajukan hasil penelitian ini antara lain: (1) pemerintah perlu meningkatkan
koordinasi dengan berbagai unsur, baik antar instansi pemerintah maupun dengan pihak swasta dalam
pengiriman TKW; (2) perlu pembekalan keterampilan kuesusmya kemampuan bahasa asing dan keterampilan
teknis sebelim TKW diberangkatkan ke luar negeri.; (3) Departemen Sosial dapat melakukan fungsi preventif,
rehabilitatif, dan developmental. Fungsi rehabilitatif terutama teritadap TKW-bermasalah yang ada di

Shelter KBRI Kuala Lumpur, dalam bentuk pelayanan sosial.

Kata kunci : Tenaga Kerja Wanita {TKW)

|. LATAR BELAKANG

Secara ideal, pengiriman tenaga kerja
Indonesia ke luar negeri dijadikan salah
satu alternatif untuk mengatasi masalah
pengangguran di dalam negeri. Di satu sisi
pemerintah memberi julukan kepada para
Tenoga Kerja Indonesia (TKI/TKW) sebagaoi
“Pahlowan Devisa”. Pada sisi lain pengiriman
tenaga kerjo ke luar negeri khususnya Tenoga
Keria Wanita (TKW) mempunyai akibat
sampingan yang menyangkut masalah
kesejahteraannya, dan bahkan banyok yang
mengalami permasalohan yang fatal sampai
kehilangan nyawa.

Data resmi yang dihimpun oleh
Depnakertrans Indonesia (Difien, PPTKLN, 2004)
jumlah kedatangan 1Kl bermasaloh tahun 2002
-2004 dari kawasan Asic-Pasifik seluruhnya
mencapai 14.372 orang. Dari sejumlah TKI
tersebut yang terbanyak dari Singapura (5.793
orang). Sementara itu data penempatan TKI
formal dan informal uniuk Malaysia mencaopai
20.007 orang (16.050 crang di antaranya

TKW), dan Singapura mencapai 3.964 orang
(seluruhnya TKW). Sebagian besar TKW
tersebut dan bahkan untuk Singapura seluruhnye
bekerio pada sektor informal (sektor domestik).

Secara nalar keberadoan Tenaga Kerja
Indonesia di Malaysio sebenarnya sangat
berarti bagi perekonomian kedua negara. Bagi
Indonesia, mendapat devisa dar penerimaan
uang remiftance yang dibawa/dikirim oleh
pekeria ke daerah asal mereka. Sementara
bagi Malaysia, kehadiran Tenago Kerja
Indonesia dapat membantu negara itu
mengatasi kesulitan pasokan tenoga kerja di
sektor formal tertentu dan sektor informal, yang
tidak dapat dipenuhi oleh tenage kerjo
setempat.

Oleh karena itu, sudah bukan rahasio
umum lagi kalau Tenaga Kerjo Indonesia di
Malaysia banyak mengisi lapangan kerja di
sektor informal terutama pada subsektor
Pernbantu Rumah (house maid) dan perkebunan
(kelapa sawit dan karet). Untuk memanfaatkan
peluang ekonomi tersebut, pemerin'rclh
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Indonesia telah mempersiapkan Tenaga Kerja
Wanita (TKW) agar mampu bekerja
profesional, dan dapat bersaing dengan
tenaga kerja dari negara-negara lainnya.
Kenyataan di lapangan berbeda, daya saing
mereka ternyata lemah, sehingga menjadi
sasaran eksploitasi pihak-pihak tertentu. Belum
lagi TKW yang masuk secara ilegal ke Malay-
sig, akan menjadi rawan dan tindakan aparat
negara yang bersangkutan. Mereka merupakan
tenaga kerja yang tidak mendapat
perindungan secara memadai. Tidak heran
kalav banyak loporan jurnalistik di Indonesia
mengungkap berbagai kasus domestic violence
(kekerasan dalam rumoh tangga) yang
dilakukan oleh ‘users’, pihak majikan, dan
agen-agen pengerah tenaga kerja setempat di
Malaysia. Banycknya kasus tindak kekerasan
TKW di Malaysia sudoh sampoi pado titik kritis,
karena menyangkut HAM dan hubungan baik
antar kedua negara.

Terkait dengan permasalahan tersebut,
berbagai upaya telah dilakukan cleh Pemerintah
Indonesia untuk melindungi pekerjanya di
Malaysia. Untuk ini kesepakatan telah dibuat
oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah
Malaysia, antara lain dalam kesempatan
pertemuan antara Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dengan Perdana Menteri Abdullah
Ahmad Badawi dalam tanggal 14 Februari
2005 di Kuala Llumpur, Malaysia. Kedua
pemimpin itu menyepakati akan menekan
jumlah tenaga kerja ilegal dari Indonesia hinggo
mencapai nol persen. Bahkan, Pemerintah
Malaysia telah menyediakan sistem matriks
yang merekam semua pendatang asing melalui
sidik jari. Menurut mereka, sistem tersebut
diyakini tidak akan lagi memberi ruang dan
peluang bogi “pendatang haram” (tanpa izin)
di negarc itu. Meskipun demikian, kenyataan
menunjukkan bahwa permasalahan yang
muncul tidok honya pada tenaga kerja ilegal
tetapi juga yang tergolong legal.

Memperhatikan berbagai uraian tersebut
di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun
banyok terjadi kasus kekerasan terhadap tenaga
kerjo wanita (TKW), tetap saja arus pengiriman
tenaga kerja Indonesia ke Malaysia tidak
menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.
Dengan demikian permasalahannya adalah
bagaimana berbagoi pihak-pihak yang
bertanggung jawab mampu memberikan
perlindungan dan pelayanan sosial terhadap
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pekerja Indonesia. Perlindungan dan pelayanan
sosial dimaksud semestinya sesuai dengan
permasalahan dan kebutuhan TKW. Selama ini
belum diketohui secara jelas permasalshan
sosial apa yang dihadapi TKW. Terkait dengan
itu, maka perlu dikaji permasalahan sosial apa
yang dihadapi TKW, bentuk pelayanan dan
perlindungan apa yong sudah diberikan
kepada TKW (terutama TKW-bermasalah).
Studi ini mencoba berfokus pada TKW-
bermasalah di Shelter KBRI.

Il. TUJUAN DAN MANFAAT
PENELITIAN

1. Teridentifikasinya permasalahan sosial
yong dialami Tenogao Kerja Indonesio
(TKW) di Shelter KBRI Kuala Lumpur -
Malaysia.

2. Teridentifikasinya pelayanan sosial yang
diperoleh TKW di Shelter KBRI Kuola
Lumpur-Malaysia.

Mantaat yang diharapkan dari penelitian
ini adoloh masukan bagi perumusan kebijakan
Departemen Sosial, dan berbagai instansi terkait
dolam upayo peningkatan pelayanon dan
perlindungan sosial bagi TKW di negara tujuan.

1. TINJAUAN TEORITIS

Fenomena pengerahan tenago kerjo
Indonesia ke luar negeri yang diatur pemerintah
sebenarnya telah dimulai sejok jaman kolonial
Belanda, yaitu pengiriman tenaga kerja
Indonesia ke daerah koloni seperti ke Suriname,
di Amerika Latin. Pengiriman tenaga kerja
Indonesia waktu itu merupakan kebijakan
Pemerintah Kononial dalom rangke pengem-
bangan doerah koloni untuk kepentingan
eksistensi jojohan. Sementara itu, pengerahan
tenaga keria Indonesia ke luar negeri saat
ini tidak hanyo kepentingan negara peng-
guna, tetapi juga kepentingan tenaga kerja
Indonesia sendiri sebagai upaya meningkatkan
penghasilan,

Sementara itu di beberapa negara
(terutarna negara berkembang yang sedang
mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi
tinggi seperti Malaysia). Pada sektor formal dan
informal tertentu memerlukan cukup banyak
tenago kerja dari negara loin. Keberadoan
pekerja migran di suatu negara merupakan



jowoban atas perkembangan saling keter-
gontungan ekonomi tersebut. Makin tinggi
intensitas hubungan yang terjalin antar-negara
dalam berbagai kehidupan, makin tinggi
ketergantungan antar-negara, dan pado
gilirannya makin meningkatkan arus migrasi
dalam berbagai bentuk (Kritz dan Zlotnik, 1992;
Lohrmann, 1989).

Sejok dekade 1980-on pengerchan
tenaga kerja Indonesia (termasuk Tenaga
Keria Wanita/TKW) ke luar negeri mengalami
booming pada tohun 1990-an don terus
beranjut hingga saat ini. Bahkan, pengiriman
tenaga kerja memiliki kecenderungon adanya
dominasi tenaga kerja perempuan dengan
iumlah lebih besar dibandingkan dengan
tenaga kerja laki-laki. Kondisi yang demikian
itu antara lain dipengaruhi oleh terjadinya krisis
ekonomi di dalam negeri, dan makin sempitnya
lapangan pekerjaan yang tersedia, serta
meningkatnya partisipasi perempuan dalam
pasar kerja.

Tekanan kebutuhan lapangeon kerja serta
keinginan untuk meningkatkan ekonomi
keluarga dan melepaskan diri dari jeratan
kemiskinan, kadang-kedang membuat segala
pertimbangan rasional dikesampingkan oleh
para calon tenagao kerja. Tingginya permintaan
tenoga kerja perempuon dari sejumlah negara
mengakibatkan pihak perusahaan pengerah
tenaga kerja di dalam negeri juga kurang serius
dalam mempersiapkan calon tenaga kerja.
Sehingga kualitas tenogao kerja Indonesia
kurang memadai untuk mengisi lapangan
pekerjaan yang ada.

Rendahnya pendidikan dan rendahnya
keterampilan yang dimiliki tenaga kerjo
Indonesia, menjadikan mereka kurong memiliki
kekuatan tawar terhadap pengguna/maiikan
(user). Teori ekonomi memang seperti itu: bila
posokan tenaga kerjo berlebih, maka upah
akan rendah, dan kalou sudah demikian maka
sering terjadi pihak majikan mengambil
kesempatan untuk mengeksploitasi pekerjanya.
Oleh karena itu muncul berbagoi permasalahan
sosial sekitar pekerja migran Indonesia di luar
negeri, terutama di kalangon tenaga kerjo
wanita di sektor informal. Hal lain yang
jugc menambah permasalahan adalah
maokin banyoknyc pengiriman tenaga kerjo
secara ilegal, dan terjadinya berbogai kasus
trafficking.

Masalah Sosral TEW ledomesin di Shelter KEBRI Kuala Ligrmer

(Suteat)

Permasalahan TKW yang menjadi fokus
penelitian ini terutama mosaolah sosial yang
dialami TKW yang berada di penampungan
(shelter) KBRI Kuolo Lumpur. Masalah sosial
dimaksud terutama berhubungan dengan tidak
terpenuhinya pelayanan sosial secara optimal
sesuai yang dibutuhkan.

Pelayanan sesial, dalom konsep pekerjoan
sosial selalu terkait dengan prokiek pekerjoan
sosial, yaitu berbagai kegictan yang melibatkan
pekerja-pekerjo sosial. Hal ini sesuai dengan
tujuan dari proktek pekerjoan sosial yaitu
mencegah dan menyembuhkan kerusakan
hubungan di antara perorangan dengan
keluarganya atau persekutuan lainnya, Praktek
pekerjaan sosial membantu orang-orang untuk
mengidentifikasi dan memecohkan masalah
dalam hubungan-hubungan antar mereka atau
paling tidak untuk meminimalkan akibat-akibat
kerusakan hubungaon tersebut (Skidmore Rex, A,
1994).

Pelayanan sosial TKW dalam konteks
penelitian ini adalah program-program sosial
yang dirancang oleh pemerintah maupun
masyarakat, yang ditujukan untuk membantu,
melindungi, dan memulihkan kehidupan TKW.
Pelayanan ini dimaksudkan guna mengatasi
masalah-masalah yang diakibatkan oleh faktor
internal dan external, serta mengembangkan
kemampuan TKW untuk memahami, men-
jangkaou, dan menggunakan pelayanan-
pelayanan sosial yang tersedia. Bentuk-bentuk
layanan sosial antara lain berupa pendidikan
publik, peningkatan SDM, keamanan,
kesehatan, tempat tinggel, bantuan advokasi,
konsultasi psikologis, dan berbagai layanan
sosial lainnya.

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara deskriptif menyajikan
gambaran tentang permasclahan sosial dan
pelayanon sosiol terhadap pekeria Indonesio
di luar negeri, khususnya tenago kerjo wanita
(TKW-bermasalah} di Malaoysio. Penelitian ini
menggunckan pendekatan kualitatif. Untuk itu,
peneliti terjun langsung ke lapongan dan
melakukan interaksi langsung dengan obyek
penelitian dalom upaya mendapatkan
informasi secara mendalam.

Lid
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Penelitian ini dilakukan di Kota Kuala
Lumpur Malaysia, dimana terdapat tempat
penampungan TKW-bermasalah (Shelter
KBRI Kuala Lumpur). Informan penelitian
ini terdiri dari petugas KBRI, agency [agen TKW
di Malaysia), pengguno tenogo kerja
{perusahaan), dan TKW (terutama yang ada
di penampungan).

Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, pengamatan, don  studi
dokumentasi. Wawancara dilokukan dengan
menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya
hanya sebagai panduan dan dilokukan secara
bebos tetapi tefokus. Pengamatan dianggap
berguna untuk menggali informasi yang sulit
untuk diwawancara, dengan harapan informasi
yang diperoleh dapat lebih abyektif.

Melakukan wawancara dengan “TKW-
bermasalah” dimaksud tidak mudah dilakukan
karena sikap "tertutup” yang bersangkutan,
maka untuk ini peneliti didampingi pihak ketiga
dari KBRI Kuala Lumpur dan pihak-pihak yang
mengenal dan/atau dikenal secara baik oleh
TKW. Dengan cara seperti ini penggalian
informasi yang dibutuhkan menjadi lebih
mudah. Namun demikian, peneliti tetap
menghargai hak azasi TKW, dan ocleh
karenanya peneliti benar-benar menjoga
kehormatan dan kerahasiaan responden.

Analisa dota didukung oleh data literatur
dan sumber informasi lain berkaitan dengan
masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri,
khususnya yang terkait dengan masalch tenaga
keria wanita (TKW). Hasil dori lopangan yang
berupa hasil wawancora dengan informan,
dideskripsikan sebagaimena data yang adao.

V. KEADAAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI MALAYSIA

Keadaan tahun 2005, tenaga kerja
Indonesia di Malaysia menduduki posisi
pertama dalam hal jumlah, kemudian disusul
cleh tenaga kerja dari Nepal, Indig, Vietnam,
Myanmar, Bangladesh, dan Philippines.
Rerdnsarkon data dan Kantor Jabatan Imigresen
Malaysia (2005), jumlah pekerja migran pada
tahun 1998 telah mencapai 210,772 orang.
Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun
sejclan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Malaysia.

Menurut statistik perkembangan tenaga
asing di Maloysia pada tahun 2005, jumlah
pekerja Indonesia di Malaysia meningkat lagi
menjadi 1,105,083 orang. Dengan jumlah
pekeria sebanyack itu, proporsi pekeria asing
yang bekeric di Malaysia mencapai 69.9%.
Persentase ini sebenarnyc lebih rendah
dibandingkan persentase pekerja Indonesia
terhadap total pekerja asing di Malaysia pada
tahun 2001 hingga tahun 2003, yang
persentasenya mencapai lebih dari 74.7% pada
tahun 2001, 73.8% pada tahun 2002, dan
73.9% pada tahun 2003 (sumber: Kantor
Jabatan Imigresen Malaysia, 2005).

Meskipun dalem lima tahun terakhir
banyak kasus tindak kekerasan terhadop
pekerja Indonesia, terutoma terhadap tenaga
kerja wanita (TKW) yang dilaporkan media
massa di dalam negeri, namun dilihat deri
jumlah tenoga kerja Indonesia di Malaysia tidak
ada bukti-bukti bahwa minat tenaga kerjo
Indenesia ke sana menurun. Yang terjadi malah
sebaliknya, jumlah tenaga kerja Indanesia dari
tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

Pada tobel 1 terlihat bohwa tingkat
pertumbuhan pekerja asing di Malaysia secara
keseluruhan mengalami kengikan sebesar
3.54% dari tahun 1998 ke tahun 1999 (dari
395.140 orang menjadi 409.660 orang);
kemudian melonjak sebesar 49.24% ke tahun
berikutnya {2000) karena Malaysia mengalami
pertumbuhan ekonomi luar biasa saat itu; lalu
naoik lagi sebesar 5.03% pada tahun 2001,
melonjak lagi sebesar 20.39% tahun 2002;
kemudicn sedikit menurun kenaikannya sebesar
9.05% dan 7.06% pade tahun 2004 dan tahun
2005. Kontribusi pertumbuhan jumlah pekerje
asing di Malaysia disumbang oleh Indonesia,
karena market share tenaga kerja Indonesia
selalu di atas 50% dari semua tenaga kerja asing
di negara tersebut, sehingga menempatkan
Indonesia sebagai pemasck tenaga kerja
terbesar di Malaysia dalam periode tchun

1998-2005.
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Tabel 1 : Statistik Perkembangan Tenaga Kerja Asing di Malaysia, 1998-2005
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Sumber : Kantor Jabatan Imigresen Malaysia, 2005 (diclah kembali)

Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia
(2005), dalam jongka panjang ketersediaan
lapangan kerja bogi tenaga kerja asing di
Malaysia diperkirakan akan terus mengalami
penurunan. Tingkat penurunan kebutuhan
terhadap jumlah tenoga kerja asing di
Malaysia mencapai 13% dalam periode 1995-
2015. Jadi, puncak pendayagunaan tenaga
keria asing di Malaysia adalah pada tahun
2005.

Gejala pengurangan tenagao kerja osing
sebenamya sudah nampak dalom dua tahun
terakhir ini, terlihat dori sikap Pemerintah
Malaysia yang mulai mengusir pekerja ilegal
asal Indonesia secara besar-besaran poda
tghun 2005. Dalom mengimplementasikan
kebijakan tersebut, pihak Kepolision Negara
Malaysia demikian ketat dalam melakukan rozia
kepada pekerja asing di negaranya; polisi selalu
mengadaken patroli di jalan dengan sering
menongkap orang Indonesia yang dicurigai.
Apabila ditemukan ada orang Indonesia
yong fidak membaowa pasport, maka yang
bersangkutan ditangkap dan diomankan.
MNamun demikian, kebijakan pengusiran pekerja
ilegal fersebut kurang efektit mengingat
jumlahnya terlampau banyak. Hal ini
mengingat pula bahwa kehadiran pekerja asing
di Malaysia tidak terlepas dari peranan agency
dan maijikan Melaysia yang memfasilitasi
kedatangan mereka.

Data pada Tebel 2 menunjukkan bahwa
ada lima jenis pekerjoan pada sekior formal
dan informal yang menjadi sasaran pekerja
migran Indonesia maupun pekerja migran
dori negora-negara lainnya di Asia don Eropa
Timur. Jenis pekerjaan tersebut adalah
pembarntu rumah, pembinaan (pembangunan),
perkhidmatan (pelayanan otau service],
pembuatan (manufacturing), dan perladangan
(perkebunan sowit dan karet). Jenis pekerjoan
yang paoling banyak diisi oleh pekerja migran
asing di Malaeysio odalah pembuatan
(pembangunan). Jenis pekerjaan ini terisi oleh
39.1% dari seluruh pekerja migran asing pada
tahun 1998, kemudian sedikit mengalomi
penurunan menjadi 37.9% pada fahun 1999,
38.1% pada tehun 1998, dan seterusnya
sehingga persentasenya menjadi 36.8% pada
tahun 2005.
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Tabel 2 : Statistik Pekerja migran Berdasarkan Sektor di Malaysia Tahun 1998-2005
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Jenis pekerjaan kedua yang paling banyak
tersedio bagi pekerja asing di Malaysia adalah
perladangan (perkebunan sowit dan karet),
dengan persentase sekitar lebih dari 20% daori
semua jenis pekerjoan, kecuali untuk tahun
1998 yang angkanya di bawah 20%, yakni
honya 14.3%, untuk tahun 1999 dan 18. 2%
untuk fahun 1999.

Jenis perladangan (perkebunan sawit dan
karet) juga banyak diisi oleh pekerja asal Indo-
nesia. Pekerja Indonesia yang banyak terlibat
dalam jenis pekerjaan ini umumnya berasal dari
Lombok, NTB. Keterampilan pekerja Indonesia
dari Lombok di bidang pertanian dinilai cukup
baik, sehingga sering menjadi langganan
majikan pemilik perkebunan di Malaysia.

Jenis pekerjoan pembantu rumah (house
moid), menduduki posisi ketiga dalam
lopangan kerja yang tersedia di Malaysia yang
banyak diisi oleh pekerja osing. Sejok tahun
1998 hingga tahun 2005, persentase pekerja
asing yang bekerjo di Mclaysia mencapai
hampir 20%. Pekerja wanita dari Philippines dan
Vietnam jugo banyok yang bekerio sebagai
pembantu rumah di Malaysia, tetapi tenaga
kerja wanita Indonesia paling banyak.

Khusus mengenai pekerja wanita dari
Filipina, gaji yang mereka terima besarnya dua
kali lipat dari pekeria wanita osal Indonesia.
Hal ini terjadi karena pekerja asal Philippines
memiliki kelebihan dalam hal keterampilan teknis
don penguasaan bahasa dibandingkan pekeria
osal Indonesia. Pemerintah Philippines
tampaknya benar-benar mempersiapkan
tenaga kerjo wanita mereka secara matang.
Bohkan, pemerintah Philippines menyediakan
berbagai fasilitas pelayanan yang setiap saat
membantu pekerjanya ketika ada masalah di
negara tujuan. :

VI. PERMASALAHAN SOSIAL
TENAGA KERJA WANITA
INDONESIA (TKW)

DI MALAYSIA

Permasalahan yang dihadapi pekerja
asing di Malaysia, hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur bohwa ada sterectype dari asal-usul
majikan. Pada etnis Cing, permasalchan umum
yang dialami TKW adalah tindak kekerason
(domestic violence); pada etnis India, kasus-
kasus pelecehan seksual dan perkosaan; pada
etnis Melayu, kasus-kasus gaiji tidak dibayar.

Kasus kekerasan yang terjodi pade pekerja
asal Indonesia sering dilakukan oleh majikan
perempuan atou isteri. Menurut keterangan
salah seorang TKW, bahwa sering ada
kecemburuan majiken perempuan terhadap
pekerja migran perempuan asal Indonesia. Hal
ini tampaknya dilatarbelakangi oleh stereotype
terhadap pekerja Indonesia di Malaysia, yakni
sebutan "Indon”. Istilah “Indon” ini berawal dari
lingkungan prostitusi terhadap Pekerja Seks asal
Indonesia di Malaysia.

Hasil pengamatan oleh Tim peneliti dan
wawancara dengan beberapa informan,
menunjukkan bahwa banyak permasalahan
sosial dihadapi TKW di shelter, antara lain
banyak mengalami stress, sulit tidur, trauma,
rindu kampung halaman, don bosan/jenuh
menunggu kasusnya selesai sehingga dapot
segera kembali ke tanch air. Menurut cotaton
seorang mahasiswa Indonesia jurusan psikologi
di Universiti Kebangsaan Malaysia (Muhammad
lgbal, 2005), perasaan TKW-bermasalah
(80 orang) selama finggal di shelter adalah:
42.86% merasa sedih, 17.14% merasa
bingung, dan 9.52% merasa bosan.



Sedangkan sebagian lainnya 30.47% merasa
aman, tenteram dan gembira. Dapat dikatakan
bahwa secara nonfisik sebagian besar pekerja
migran bermasalah di KBRl mengalami
permasalahan sosial-psikologis.

Menurut data poda Bidang Ketenaga-
kerjaan KBRI Kuala Lumpur, dalam tahun 2005
kasus pekerja migran atau TKW-bermasalah
terbanyak terjadi pada bulan Februari.
Sementara itu menurut data pada Bidang
Konsuler, kasus yang dialami TKW (khususnya
TKW di shelter) meliputi korban penyiksaan 14
orang, korban pelecehan seksual/ perkosaan
12, lari dari majikan 141 orang, gaji tidak
dibayar 2 orang, pekerja seks 10 orang (korban
trafficking), stres/sakit jiwa 2 orang, dan lain-
lain 15 orang (ditelantarkan majikan/agency,
tidak boleh kembali ke rumah majikan, dibuang
oleh agency, dikembalikan ke agency oleh
majikan, lar dari agency, ditipu tekong dan
sebagainya). Hasil wawancara dengan TKW
di shelter, dipercleh informasi bahwa TKW lari
dari majikan dengan berbagai alasan. Alasan
yang paling banyak adalah akibat tidak tahan
perlakuan majikan yang kurang manusiawi;
alasan lainnya karena pelecehan seksual/
perkosaan oleh majikan atau keluarganya,
pemerasan, dan fidak betah tinggal di rumah
majikan.

Hasil wawancara dengan TKW ber-
masalah dan pengamatan di shelter, TKW
korban tindak kekerasan dan perkosaan
mengalami kondisi psikologis yang buruk, yakni
stress dan trauma. Pengalaman buruk, stress dan
taruma, terutama dirasakan pada para pekerja
migran perempuan korban perkosaan yang
usianya relatif masih muda dan belum menikah.
Mereka merasa bingung dan takut, apa yang
harus dikatakan kepada cragtua/keluarganya
bila ia kembali ke Indonesia. Bagaimana
menghadapi calon suami bila kelak menikah.
Dan banyak hal lgin yang menjadi beban
pemikiran mereka. Manifestasi dari berbagai
perasaan dimaksud adalah munculnya perilaku
sering menangis, sedih, atau berdiam diri
dengan tatapan mata kosong.

Memperhatikan berbagai persoalan yang
dihadapi TKW bermasalah tersebut tampaknya
permasalahan sosial-psikologis cukup
menonjol, seloin permasalahan yang terkait
dengan hukum daon hubungan kerja dengan
majikan. Oleh karena itu banyak peran-peran
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lain di KBRI, selain peran kekonsuleran dan
peron ketenagokerjaan yang perlu diisi guna
menanggulangi permasalahan yang dihadapi
TKW-bermasalah. Peran profesi pekeria sosial
dan psikeleg tampaknya tidak dapat
dilepaskan dalam penanganan masalah ini.

Mencermati kasus-kasus TKW pada urgian
di ates, secara garis besar permasalahan sosial
yang dihadapi dapat dikelompokkan seperti
uraian berikut.

A. Masalah Tindak Kekerasan

Pada beberapa kasus menunjukkan
bahwa pekerja migran kurang mendapatkan
kebutuhan pangan, tempat tinggal dan
kesehatan secara memadai. Banyak majikan
lebih banyak menuntut pekeria migran untuk
mengikuti segala aturan dan budayanya, tanpa
memperhatikan kebutuhan dan budaya pekerja
migran. Misalnya dalam hal makan, pekerja
migran sering dipaksa untuk makan makaenan
yang tidak halal atau makanan lainnya yang
tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja migran.
Majikan kurang memperhatikan waktu istirghat
yang cukup; yang dituntut majikan adalah
bekerja dan bekerja tanpa pembatasan waktu
atau jom kerja yang jelas. Apabila pekerja
kurang atau tidak tampil sesuai dengan tuntutan
majikan, maka cenderung terjadi tindak
kekerasan dan atau pemaksaan kehendak oleh
majikan. Sementara itu kontrol dari pihak-pihak
yang bertanggung jawab (misalnya Agency)
terhadap periloku majikan hampir tidak ada.
Saat penelitian ini dilakukan, pemenuhan
kebutuhan yang memadai, hanya diperoleh
pekerja migran yang bekerja di Kilang (pabrik),
yakni yang tergolong pekerja formal.

Pada saat TKW-bermasaloh berada di
penampungan KBRI, karena sering over copac-
ity menimbulkan pemenuhan kebutuhan mereka
menjadi kurang optimal (kalau boleh dikatakan
kurang); apokah berupa kebutuhan makan,
paokaion, dan kebutuhan-kebutuhan wanita
lainnya. Belum lagi gangguan relasi antara
TKW yang baru masuk shelter dengan mereka
yang sudah lama berada di shelter. Sering
muncul pula adanya kelompok-kelompok
kedaerahan. Meskipun dalam hal ini pihak KBEI
telah berusaha memberikan peloyanan secara
maksimal, namun karena keterbatasan yang
ada maka sering kurang memenuhi harapan.
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B. Masalah Psikologis (Rasa Aman)

Banyak pekerja migran (TKW) yang
merasa terancam kehidupannya selama tinggal
di rumoh majikan. Mereka mengalami
perlakuan yang tidek monusiawi, tindak
kekerasan, pembatasan dalam pergaulan,
pelecehan seksual atau perkosaan oleh
majikan maupun anggota keluarga lainnya.
Mereka lebih banyak hidup terkurung dan
dengan ruang gerak yang dibatasi. Mereka
tidak akan pernah bisa keluar rumah kecuali
bersama majikan, misalnya ke kedai/toko untuk
membantu kegiatan majikan. Sementara ity
pasport pekerja migran sebagai salah satu
dokumen penting dipegang maijikan, sehingga
mereka benar-benar merasa terkurung.

Selama pekerja migran bermasalah ini
berada di penampungan (shelter]), juga
menghadapai masalah-masalah psikis. Karena
faktor keamanan dan lain-lain, maka mereka
tidak dapat bebas keluar dari lingkungan KBRI.
Dengan demikian mereka seolah terkurung dan
kurang bebas menikmati dunia luar, Sementara
itu keinginan untuk segera kembali ke tanah air
tidek dengan mudaoh dan cepat dapat
diperoleh. Banyak woktu dan prosedur
penyelesaian kasus yang harus dilalui;
sementara itu kegiotan pengision waktu luang
untuk menghilangkan kejenuhan masih sangat
minim. Dalem kondisi yang demikian banyak
di antara mereka yang menghadapi gangguan
psikis, yakni urmumnya sulit tidur.

Banyak upaya dilakukan pihak KBRI untuk
memberikan perlindungan, tapi masih
menghadapi keterbatasan-keterbatasan, masih
banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak
terjiangkau cleh upaya perlindungan, terutama
mereka yang ada pada rumah-rumch majikan-
majtkan. Apalagi para pekerja migran ilegal
yang sulit untuk diketahui keberadaannya.
Sementara ini upaya perlindungan dan
advokasi diberikan seteloh adanya kasus-kasus
yang diadukon oleh pekerja migran maupun
pihak lain, misalnyo kepolisian Malaysia atou
L5M yang peduli terhadap masalah pekerja
migran.

Peran Agency untuk memberikan
perlindungan dari tindokan eksploitasi, antara
lain berupa nomor kontak kepada setia
pekeria migran yang disalurkan, hampir tida
pernah bisa terealisasi. Hal ini terjadi antara

lain oleh masih rendahnya kepedulian agency
terhadap nasib pekerja migran. Di samping itu,
rendahnya pengetahuan pekerja migran serta
keterbatasan ruang gercknya, menyebabkan
mereka hampir tidak pernah bisa kontak dengon
Agency, kecuali terjadi kasus yang mencuat.

C. Masalah Kualitas 5DM Rendah

Penyiapan SDM TKW cleh lembaga
pengirim yang kurang optimol, dan kurang serius
menyebabkan TKW kaolah bersaing dengan
tenaga kerja dari negara lain. Sementara
itu pembinaan keterampilan kerjo dan
keterampilan lainnya di negara tujuan
tampaknya masih sanget minim. Agency di
Malaysia hanya memberikan tambahan
keterampilan yang sangat sedikit. Kondisi yang
demikian menjadikan pekerjo migran berada
dalam posisi yang jouh lebih rendah dari
pekeria asal negara lain, misalnya pekerja asal
Philippines. Konsekuensinya gaji TKW jouh
lebih rendah dari gaji pekerja asal Philippines
(TKW paling tinggi 400 Ringgit per bulan,
sedangkan pekerja migran asal Philippines
mencapai 600-800 Ringgit per bulan).

D. Masalah Sosialisasi dan Interaksi

Keterbatasan ruang gerak dan kurangnya
perhatian para majikan, menjadikan pekerja
migran Indonesia hidup tertutup dari
kesempatan untuk bersosialisasi dengan
masyarakat, dan kurang mempercleh informasi
yang memadai tentang dunia luar. Berdasarkan
pengalaman Agency, banyak pekerja migran
kurang siop hidup di Malaysia. Mereka kurang
mempunyai pengetahuan dan informasi fentang
majikan dan kehidupan di Malaysia. Para PJTK]
di Indonesia dinilai kurang memberikan
informasi yang cukup, terutama tentang pahit-
manisnya don susah-senangnya hidup di
Malaysia. Pekerja migran sangat kurang
dibekali pengetahuan sosial secara memadai,
sehingga mereka kurang mempunyai kesiopan
mental dan sosial. Apalogi dengan pendidikan
mereka yang umumnya rendah mempengaruhi
pula performan mereka dolam pekerjaan.

Proteksi majikan terhadap TKW untuk
berinteraksi dengan dunia luar, termasuk
dengan keluarga cﬁ doerah asal, menyebabkan
TKW merasa makin terkurung dan buta dan
informasi yang seharusnya mereka ketahui.
Puncak dori keadaan demikian mendorong



TKW menghindar dengan cara melarikan diri
dori majikan. Konsekuensinya adalah TKW
kehilangan dokumen yang dibutuhkan
(biasanya dokumen/pasport dipegang oleh
majikan), sehingga bisa digolongkan sebagai
TKW ilegal yang terancem hukuman dan
deportasi.

VIl. PELAYANAN TERHADAP TKW
DI MALAYSIA

A. Pelayanan KBRI Kuala Lumpur
Malaysia

Jumlah pekerja migran wanita di tempot
penampungan sementara (shelter) KBRI Kuala
Lumpur mencapai 205 orang (data bulan
Oktober 2005). Usia mereka paling tinggi 43
tahun dan terendah berusia 17 tahun. Jumlah
pekerja migran ini selalu berubah dari wakiu
ke waktu. Sering ferjadi jumlah pekerja migran-
bermasalah (TKW-bermasclah) yang masuk
lebih banyak dibandingkan yang dipulangkan
ke Indonesia. Sering terjadi shelter terisi TKW-
bermasalah dalam jumlah melampaui kapasitas
normal. Kondisi yang demikian bagi KBRI
merupakan beban yang tidak ringan.

Sementara ini petugas yang berperan
sebagaoi pekerjo sosial volunteer, yang sehari-
har siap di shelter hanya satu orang. Pada sisi
lain dukungan anggaran untuk shelter masih
belem memada bila dibandingkan dengan
jumlch TKW-bermasclah yang ditampung.
Dalam kasus tertentu, misalnya soot ada TKW
melahirkan di shelter, para staf KBRI harus
menghimpun dana dengan cora iuran untuk
meringankan beban TKW-bermasalah tersebut.

Saat ini pihak KBRI merasa sangoat terbantu
dengan adanyo dukungan dari para volunteer
yang berosal dari unsur perguruan tinggi
setempat, yakni para mohaswo Indonesia yang
sedang belajor di Molaysia. Adanya volunteer
ini dirasa songoi membantu fugas-tugas di
shelter, terutoma dolom hal bimbingan sosial
dan konsultosi psikologi.

Hasil wawancara den diskusi dengan
beberapa petugas di KBRl Kuola Lumpur,
menunjukkan bohwa banyak upaya telch
dilakukan oleh pihak KBRI uniuk menyelesaikan
kasus pekeria migran Indonesia di Maloysia.
Upaya-upaya dimaksud antara lain meng-
adakan negosiasi dengan para majikan, dan
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pendekatan dengan pihak Kepolisian moupun
Imigrasi Malaysia. Pendekatan diplomasi juga
terus dilakukan untuk mendorong pemerintah
Malaysia mempercepat proses pengadilan
sesuai dengan azas keadilan dan kemanusiaan.
Mamun demikian sampai saat ini dirasa belum
memperoleh hasil yang optimal. Banyak kasus
dapat diselesaikan tetapi banyak kasus pula
yang belum terselesaikan, sementara ity terus
bertambah dari hari ke hari.

Berdasarkan pengamatan peneliti selomao
berada di KBRI Kuala Lumpur don daerah-
daerah di mana pekeria migran bekerja di kota
Kuala Lumpur, tampaknya banyak beban
pekerjcan yang dialemi oleh KBRI terutama
Bidana Konsuler dan Bidang Ketenagakerjaan
dalam penyelesaian masalah pekerio osol
Indonesia di Malaysia. Sementara itu banyak
permasalchan yang bersifat psiko-sosial
(misalnya stress, tidak bisa tidur, dan trauma)
belum tersentuh secara memadai oleh petugas
KBRI. Hal ini terkait masih terbatasnyo
pelayanan yang ada, yakni sifatnya sementara
dan lebih banyok berupa penyelesaion kasus
perselisihan atau hukum. Meskipun demikian,
dalam praktek penyelesaian masalah, ada
peran-peran dan fungsi sosial yang secoro fidak
sengaja tetapi terbotas telah dilakukan oleh
petugas KBRI, misalnya melakukan identfifikasi
masalch pekerja migran yang saat ini ada di
shelter, dan bahkan memberikan pelayanan
konseling bagi mereka. Tetapi apa yang telch
diberikan cleh pihak KBRI tampak masih kurang
memadai, terutama dalam pelayanan
kesejahteraan sosial bagi TKW-bermasalah.

Permasalohan yang dihadapi KBRI dalam
penyelesaian masalah pekeria migran, terutama
dalam hal pemulangan adalah sulitnya untuk
mendapatkan “Check-out Memo” dari Kantor
Imigresen Malaysia. Check-out memo adalah
sebuah solusi terobosan yang ditempuh pihak
Imigresen Malayisa agar pekerja migran
bermasaloah dapat segera dipulangkan ke
Indonesia.

Sementara ini ada kecenderungan
pemerintah Malaysia kurang memberikan
perhatian terhodap penyelesaian kasus pekerja
migran bermasalah. Bonyak pekeria migran
perampuan yong sudah cukup lama menunggu
kasusnya disidangkan oleh Lembaga
Pengadilan di Malaysia. Menurut pengamatan
petugas KBRI, pemerintoh Malaysio terkesan
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lombat dalam penyelesaian kasus pengadilan
pekerja migran. Kondisi yang demikian
menjadikan beban KBRI semakin berat terutama
dolam hal penyediaan fasilitas penampungan,
antara lain penyediaan makanan, pelayanan
medis, dan pelayanan kesejohteraan sosial bagi
mereka.

Menyikapi berbagai permasalahan
pekerja migran di Maloysia, menurut pihak
KBRI, diperlukan Mol atau bila perlu “diple-
matic agreement” antara Pemerintah Indonesia
dan Malaysia, khususnyo dalom penggunaan
tenaga kerja asal Indonesia, termasuk
perlindungan dan kesejchteraan tenaga kerja
Indonesia di Malaysia. Pihak KBRI Kuala Lumpur
bakal mendapat ‘kekuotan’ luar biasa kaleu
Pemerintah Indonesia di Jakarta melakukan
intervensi diplomatik untuk menyelesaikan
masalah pekerja migron di Malaysia.

B. Peloyanan Agency di Malaysia

Setiap “Agency” di Kuala Lumpur secara
hukum harus mempunyai izin operasi atau
dalam istilah Malaysia “berlisensi”. Namun
demikion menurut informasi seorang pengurus
agency, banyok pula agency yang tidak
berlisensi alias “nakal”. Sebuah agency
biosanys mempunyai beberapa partner di
negara asal pekerja migran, seperti di Indone-
sia partnernya adalah sejumlah PITKI,

Jumlah pekerija migran Indonesia
disalurkan oleh sebuah agency di Malaysio
rata-rata 30 orang per bulan. Pekerja migran
ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia,
misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok,
Sumatra, dan Sulowesi. Menurut pengurus
agency, biasanya untuk tenaga keria informal
(pembantu rumah/house-maid) yang paling
disukai oleh majikan adelah crang dari Jowa
Tengah, karena mereka lebih lembut, patuh dan
penurut.  Sedangkan untuk pekerja
perladangan/perkebunan umumnya berasal
dari Lombok.

Mereka menerima tenaga kerja dari PITKI
dengan identitas sesuai dokumen yang ada.
Dalam hal penerimaan dan penyaluran tenaga
kerja wanita (TKW), mereka umumnya kurang
memperhatikan kepentingan TKW. Agency
selama ini tidak mempersoalkan apakah
identitas TKW sesuai atau tidak, yang penting
secara hukum memenuhi syarat. Selama ini
agency sebenarnya mengeiﬂﬁui bahwa banyak
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TKW yang identitasnya dipalsukan, baik nama,
usia, alamat maupun identitas lainnya.

Menurut agency, salah satu persyaratan
calon TKW di Malaysia yang harus dipenuhi
adaloh berusia 25 tahun. Selama ini banyak
calon TKW yang usianya sebenamya jouh di
bawah 25 tahun, namun mereka merasa tidak
berkepentingan dengan hal itu. Kepentingan
mereka adalah menerima dan menyalurkan
TKW sesuai dengan kebutuhan calon majikan.
Terhadop beberopo kaosus yang terjadi, para
agency cenderung menyalahkan pihak pengirim
(PJTKI) don Instansi di negara asal. Mereka
beranggapan bahwa masalah pemalsuan
identitas dan ketidaksiapan TKW merupakan
urusan pemerinioh Indonesia.

Prosedur penyaluran TKW selama ini
dengan cara majikan menjemput TKW di tempat
agency, dengan persyaratan membayar biaya
sesuai kesepakaton. Praktek yang selama ini
terjadi bahwa majikan tidak memberikan gaiji
TKW selama tiga sampai empat bulan sebagai
ganti biaya kepada agen. Dengan kata lain,
TKW baru akan menerima gaji pado bulan
yang keempat atau kelima. Dalam kenyataan
gaji itupun tidak diberikan langsung setiap
bulan, tetapi “disimpan’ oleh majikan, dan akan
diberikan kalau kontrak kerjo sudah selesai.
Kontrak keria untuk pembantu rumah tangga
adalah dua tchun, dan setelah itu bisa
diperpanjong, dengon syarat harus kembali
dulu ke Indonesia dan mengajukan
permohonan kembali kepada PITEI.

Penyiapan TKW oleh PJTKI, khususnya
dalam hal pelatihan menurut kalangan agency
di Malaysic masih sangat minim. Untuk itu
biasanya pihak agency memberikan pelatihan
tambohon sesuai dengan kebutuhan calon
majikan, misalnya dalom hal penggunaan alat-
alat elektronik. Latihan ini dilakukan secara
sangat prakfis dan singkat. Lamanya TEW di
penampungan agency berarti memperbesar
beban biayo yang harus ditanggung oleh
agency. Mereka umumnya berpendapat bahwa
semakin cepat pekerja migran disalurkan akan
semakin baik dan menguntungkan. Bagi calon
pekerja pada Kilang (pabrik-pabrik), biasanya
harus sudah dipersiapkan oleh PIJTKI sesuai
dengan lapangan pekerjaan yang akan
dimasuki.

Upaya perlindungan agency kepada
pekerja migran dapat dikatakan masih songat



minim. Selama ini setiap pekerja migran
diberikan nomor kontak khusus yang sewaktu-
waktu dapat dihubungi, terutama bila
pekerio migran merasa perlu mengadukan
permasalohnya. Namun demikian dalam
beberapa kasus, mereka sering menghilang dari
majikan tanpa sepengetohuan agency. Menurut
pengalaman beberapa pekerja migran
perempuan (TKW) yang diwawancarai, ternyata
dengan dipegangnya pasport akan membatasi
ruang gerak mereka, dan mereka tidak dapat
pergi/keluar tanpa majikan. Dengan demikian
dapat diperkirakan bahwa pekerja migran
perempuan kurang mempunyai kesempatan
untuk mengadakan kontak dengan pihak
agency. Apalagi dari segi pendidikan dan
pengetahuan mereka umumnya sangat rendah.

Mengenai hari libur bagi pekerja migran
perempuan, ternyata pihak agency kurang
sefuju, karena akan banyak timbul masalah.
Menurut mereka, TKW dapat terpengaruh oleh
hal-hal yang negatif, kemungkinan mereka
menggunakan waktunya untuk lar dari majikan.
Kondisi yang berbeda terjadi pada pekerja
migran dari Philippines. Pekerja asal Philippines
mempercleh waktu istirahat dua kali dalam
sebulan. Hal ini bisa terjadi karena ada
ketentuan yang dituntut pemerintah Philippines
terhadap pengguna tenaga kerjo asal
Philippines. Sedangkan terhadap kasus pekerja
migran Indonesia, ogency berpendapat
bohwa sebaiknya pemerintah Indonesia
mempenuungkon agar diusahakan pem-
batasan jam kerja dan standar gaji minimal.

Gaji pekerja asal Philippines saat ini
mencapai 600-800 Ringgit per bulan,
sementara ifu pekerja osal Indonesia paling
tinggi hanya menerima gaji 400 Ringgit per
bulan. Hal ini terjodi karena pekerjo dari
Philippiries dionggap mempunyai keterampilan
tinggi dori poda pekerja dari Indonesia. Mereka
lebih mompu melakukan beberapa tugas,
antara lgin membimbing belajar fambahan di
rumah bagi anak-anak majikan, pembayaran
rekening listrik ofau telepon, dan sebagainya.

Dalam hal terjadinya kasus-kasus pada
pekerja migran perempuan, selama ini yang
paling dihindari oleh para agency adalah
keterlibatan LSM yang bergerak dalam
pembelaan (advokasi) pekerja migran. Menurut
kalangan majikan dan agency, LSM sangat
“galak” terhadop pora agency, para majikan

Masalah Sosial TEW Indonesta di Shelter KBRI Kuala Lumpur

{Sutant)

dan instansi pemerintah Malaysia. Hal ini terjadi
terutama bila mereka menelantarkan atau
memperlakukan pekerja migran secara tidak
manusiawi. Untuk itu mereka bigsanya
menghindari keterlibatan LSM dalam
penyelescion masalah pekerjo migran
FE!‘E!TIPU‘DF!.

Terkait dengan berbagai masalah yang
dihadapi pekerja migran Indonesia yang bekerja
di sektor informal, pengurus agency mempunyai
beberapa usul. Pertama, mengusulkan kepada
Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan
adanya batasan jam kerja bagi pekerja migran
perempuan dalam sehaori; memperjuangkaon
standard gaji minimal; dan melakukan kontrol
terhadap terjadinya penyimpangan dari kontrak
keria oleh majikan. Kedua, agency Malaysia
juga menyarankan kepada Penyalur Tenago
Kerja Indonesia di Indenesia untuk menyiapkan
calon tenage kerja wanita dengon serius
sehingga menguasai keterampilan. Ketiga,
menyarankan kepoda tenaga kerja wanita
Indonesia untuk tidak ikut-ikutan menjadi tenaga
keria tanpa persiapan yang matang.

C. Pelayanan Majikan/Perusahaan

Perusahaan yang berhasil ditemui don
diwawancarai adalah sebuah perusahaan
elektronik yang memproduksi hardware untuk
kemputer, yakni Western Digital Sdn Berhad.
Perusahaan ini banyak mempekerickan pekerja

migran perempuan dari Indonesia,
terutama untuk jenis-jenis pekerjoan pada level
bawah (operator produksi). Pekerja migran
perempuan (TKW) asal Indonesia pada
perusahaan ini khususnya berasal dari daerah
Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Persyarctan pendidikan mereka
minimal pada fingkat SLTR. Kondisi pekerja dari
Indonesia saat ini selurvhnya berpendidikan
SLTA. Pekerig ini tergolong dalam tenaga kerja
formal, yang kehidupannya lebih terlindungi.

Perekrutan pekerjac migran ini melalui
sebuah peruschaan pengerah tenoga kerja di
Medan, Sumatera Utara. Perusahaan elektronik
tersebut mempunyai kontak langsung dengan
perusahaan pengerah tenaga kerja di Sumatera
Utara. Pada saat perekrutan biasanya wakil dari
perusahaan elekronik Malaysia tersebut
menyempatkan datang ke Indonesia untuk
melihat langsung kesipan calon pekerja yang
akan direkrut.
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Penyiapan pekerja migran khususnya
dolam hal kesiopan kerja sebelum pekerjaan
resmi dilakukan di pabrik, dilakukan persiapan
oleh perusahaan setelah pekerjo tiba di Kuala
Lumpur. Pelatihan dilaksanakan di lingkungan
perusahaan, dalam waktu 1-2 minggu sebelum
menduduki job yang disiopkan. Para calon
pekeria ini bekerja dengan sistem konirak
seloma 2 tahun, dan tidak dapat diperpanjang
logi kecuali yang bersongkutan mendaftar
kembali melalui perusahaan pengerah tenaga
kerja di Indonesia.

Selama bekerja di perusahaan tersebut,
pekeria migran mempercleh fasilitas asrama
yang disediakan oleh pihak perusahaan.
Sedangkan untuk kebutuhan makan dan lain-
lain menjadi urusan sendiri pekerja karena
sudah mendapatkan gaji. Penyimpanan dan
pengriman vang haosil kerja pekerja migran
pada perusahaan ini dilakukan melalui sebuah
bank yang direkomendasi cleh pihak
perusahaan.

Kondisi pelayanan sosial pekeria migran
di sektor formal ini tampaknya jauh lebih baik
bila dibandingkan dengan mereka di sektor
informal, terutama pembantu rumahtangga.
Hal yang sama dialami baik sektor formal
maupun informasl, adalah bohwa pihak
majikan atau perusahaan menahan pasport
pekerionya. Paspor akan dikembalikan setelah
selesai kontrak, dan akan kembali ke Indene-
sia. Seloama tinggal di Malaysia, pekeria migran
di perusahaan memperoleh kartu identitas
pengganti, yang sudoh diketahui oleh pihak
Kepolisian maupun Imigresen Malaysia. Alasan
mereka mengamankan pasport pekerja adalah
untuk menghindari pekerja migran pindah ke
perusahaan lain tanpa izin perusahaan yang
bersangkutan, atau keluar tanpa izin sebelum
kontrak berakhir. Bila hal ini terjadi maka pihak
perusahaon merasa dirugikan, karena sudah
mengeluarkan biaya rekruitmen don pelatihan
bogi calon pekerja.

VI, PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap berbagai
informasi khususnya tentang permasalahan
pekerja migran wanita Indonesia di negara
tujuan, dapat disimpulkan bohwa:
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Permasalahan sosial yang dihadapi
pekerja wanita Indonesia atau TKW di
Malaysia muncul dipicu oleh berbagai hal,
baik yang berasal dari dalam diri TKW,
maupun yang berasal dari luar dirinya
seperti perlakuan agency, perlakuan
maijikan, don jominan hukum yang kurang
memadai.

Permasalahan TKW di Malaysia fidak bisa
dilepaskan dari tanggung jawak PITKI di
Indonesia dalam mempersiapkan tenaga
kerja yang berkudlitas. Persiapan tenaga
kerja wanita kurang memadai, sementara
itu ekspektasi majikan terlampau tinggi,
sehingga tidak ada titik temu antara
harapan dengan kenyataan.

Lamanya TKW-bermasalah tingge! dalam
shelter KBRI dalam jumlah besar (kadang-
kadang mencapai 200 orang) dengan
kapasitas ruang yang sangat terbatas,
membuat mereka hidup dengan berbagai
tekanan. Iborat sudah jotuh tertimpa
tanggo pula. Situasi demikian menambah
beban sosial dan psikologis bagi mereka.
Masalah sosial-psikclogis ini terutama
banyak diclami cleh TKW korban tindak
kekerasan dan pelecehan seksual atau
perkosaan. Sementara itu hingga kini
belum ada pelayanan kesejohteraan sosial
yang cukup memadai.

Pemerintah Malaysia tampaknya kurang
peduli dengan keadaan dan masalah
pekerja Indonesia di Malaysia. Sementara
ini perundang-undangan ketenagakerjaan
di Malaysia masih terbatas memberikan
perlindungan pada pekerja sektor formal,
dan belum menjangkou pada pekerja in-
formal. Oleh karena itu pekeria di sektor
informal di Malaysia tidak mendapat per-
lindungan secara memadai. Pemerintah
Malaysia hingge kini belum meratifikasi
konvensi internasional mengenai per-
lindungan tenaga kerja di sektor informal
yang dirancang oleh ILO.

Rekomendasi

Upaya paling efektif untuk menyelesaikan
secara komprehensif dan antisipatif afas
permasalahan TKW adalah kesepakaian



dan penandatanganan otas Konvensi ILO
mengenai perlindungan tenaga kerja di
sektor informal antara Indonesia dengan
Malaysia. Oleh karena itu, Pemerintah
Indonesia perlu melakukan intervensi
diplomatis terhadap Pemerintah Malaysia
baik secara langsung Jokarta-Kuala
Lumpur, maupun melalui kantor per-
wakilan kedutaan besar, berupa
kesepakatan-kesepakatan untuk mem-
berikan perlindungan terhadap TKW
selama bekerja di Malaysia.

Solusi fundamental tersebut perlu
waktu, sedangkan penongonan TEW-
bermaosalah yang sudah dolam kondisi
memprihatinkan perlu segera dilakukan.
Oleh karena itu, Departemen Luar
Megeri dengen Departemen Sosial perlu
melakukon kerjosama yang me-
mungkinkan tenaga profesional (care
worker dan social worker) bisa melakukan
tugas-tugas fungsionalnya sepanjang atas
permintaan dan kebutuhan KBRI Kuala
Llumpur dalam memberikan pelayanan
kesejahteraan sosial kepada TKW-
bermasalah. Pelayanan kesejahteraan
sosial dimaksud mulai daori konseling,
mediasi, pendampingon, motivasi,
odvokosi, dan  bantuan  sosial
(permakanan, kelengkupun tidur,
memasak, bermain; dan pengisian waktu
luang).

Masafah Sostal TEW Indowesin di Shelter KBRI Kuala Lumpur  (Sutnat)

Calon-calen diploemat yang akan
ditempatkan pada negarao-negara yang
banyak mempekeriakan tenaga kerja asal
Indonesia, seperti Malaysia, Brunei
Darussalam, Singapura, Hongkong,
Saudi Arabia, Jepang, dan Korea Selatan,
perlu mendapatkan pengetchuan proktis
mengenai masalah sosial dan pelayanan
sosial bagi pekerja asal Indonesia. Untuk
itu, Departemen Sosial dan Departemen
Luar MNegeri diharapkan bisa menjalin
kerijasama dalam pendidikan dan
pelatihan calon diplomat, sehinggo materi
kesejohteraan sosial bisa masuk dalam
kurikulum Diklat Departemnen Luar Negeri.
Untuk itu, Departemen Sosial hendaknya
dopat memberikan masukan materi Diklat
tentang isu sosial dan pelayanan
kesejohteraan sosial disertai dengan
tenaga pengajarnya.

Dalam jangka panjang, Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Indonesia perlu
memperbaiki sistem pengiriman tenago
kerja wanita (TKW) ke luar negeri dengan
lebih baik dan terkoordinasi, agar tenaga
kerja wanita Indonesio biso bersaing di
luar negeri, dan mengurangi segala
kemungkinan tindak kekerason cleh
maijikan. Oleh karena itu, sistem
administrasi kependudukan dan prosedur
rekruitmen bagi mereka yang akan
berangkat ke luar negeri untuk tujuan
bekerja di sektor informal dapat terkontrol
secara ketat.
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